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Abstrak
Revolusi digital telah mendorong lembaga keuangan syariah mengadopsi teknologi terkini guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layanan. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah integrasi blockchain dalam rantai transaksi investasi emas syariah, sebagaimana mulai diinisiasi oleh Pegadaian Syariah melalui aplikasi digitalnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis-normatif implementasi teknologi blockchain dalam rantai transaksi investasi emas pada aplikasi Pegadaian Syariah, dengan menitikberatkan pada aspek kepatuhan syariah (khususnya ketentuan bai’ al-sharf dan larangan gharar), perlindungan konsumen, serta kerangka regulasi yang melingkupinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan fatwa, didukung studi kepustakaan dari jurnal bereputasi, buku akademik, regulasi OJK-BI, dan fatwa DSN-MUI dalam sepuluh tahun terakhir. Temuan menunjukkan bahwa blockchain mampu mentokenisasi kepemilikan emas fisik secara terverifikasi dan real-time, mencatat setiap transaksi dalam distributed ledger yang tak-terubah (immutable), serta menjalankan smart contract untuk memastikan kesesuaian akad. Dari perspektif syariah, implementasi ini berpotensi mengeliminasi gharar terkait keberadaan dan kuantitas emas, memastikan transaksi tunai (naqdan) sesuai Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/VII/2010, serta menghindari bai’ al-duyun bi al-dayn melalui mekanisme penyelesaian atomik. Meskipun demikian, terdapat celah regulasi di tingkat OJK dan Bappebti mengenai investasi emas digital syariah, serta kebutuhan sertifikasi syariah atas smart contract. Artikel ini merekomendasikan percepatan penyusunan pedoman teknis blockchain syariah, penguatan kolaborasi antara Pegadaian Syariah, otoritas, dan Dewan Pengawas Syariah, serta edukasi publik yang masif untuk mengawal ekosistem investasi emas digital yang maslahah dan berintegritas.
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Abstract
The digital revolution has compelled Islamic financial institutions to adopt cutting‑edge technologies to enhance service efficiency, transparency, and accountability. A promising innovation is the integration of blockchain in the gold investment transaction chain, as initiated by Pegadaian Syariah through its digital application. This article aims to conduct a normative‑juridical analysis of blockchain implementation in the gold investment transaction chain on the Pegadaian Syariah application, focusing on Sharia compliance (particularly the provisions of bai’ al‑sharf and the prohibition of gharar), consumer protection, and the surrounding regulatory framework. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and fatwa‑comparative approaches, supported by a literature review of reputable journals, academic books, OJK‑BI regulations, and DSN‑MUI fatwas from the last decade. The findings reveal that blockchain can tokenize physical gold ownership in a verifiable and real‑time manner, record every transaction in an immutable distributed ledger, and execute smart contracts to ensure contractual conformity. From a Sharia perspective, this implementation potentially eliminates gharar concerning the existence and quantity of gold, guarantees a cash‑spot transaction (naqdan) in line with DSN‑MUI Fatwa No. 77/DSN‑MUI/VII/2010, and avoids bai’ al‑duyun bi al‑dayn through atomic settlement mechanisms. Nevertheless, regulatory gaps persist at the OJK and Bappebti levels regarding gold‑backed crypto‑assets, along with the necessity for Sharia certification of smart contracts. The article recommends expediting the formulation of technical guidelines for Sharia‑compliant blockchain, strengthening collaboration among Pegadaian Syariah, authorities, and Sharia Supervisory Boards, and conducting massive public education to foster a maslahah‑based and integrity‑driven digital gold investment ecosystem. 
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A. PENDAHULUAN
Investasi emas menempati posisi istimewa dalam khazanah keuangan Islam karena emas dipandang sebagai medium of exchange yang stabil dan aset lindung nilai (store of value) yang bebas dari spekulasi destruktif. Al-Qur’an dan hadis menegaskan fungsi emas sebagai alat tukar yang harus diperlakukan secara hati‑hati, khususnya dalam transaksi sharf (pertukaran emas dengan uang) yang mensyaratkan kesetaraan timbangan, tunai (naqdan), dan serah terima langsung (taqabudh). Selain itu dalam investasi ini juga harus memperhatikan kejelasan dalam transaksi yaitu dengan adanya transparansi yang terhindar dari gharar, maysir, riba serta harus ada akad akad yang jelas dalam pelaksanaannya. Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi transaksi emas dari bentuk konvensional menuju platform digital. Di Indonesia, salah satu layanan yang banyak digunakan masyarakat adalah Tabungan Emas pada Pegadaian Syariah yang memungkinkan pembelian, penjualan, dan penyimpanan emas secara elektronik dalam nominal kecil. Inovasi ini meningkatkan inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap investasi emas, namun sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam aspek kepatuhan syariah, keamanan transaksi, dan kepastian hukum.
Permasalahan pertama berkaitan dengan validitas akad dan pemenuhan prinsip taqabudh dalam transaksi emas digital. Dalam praktiknya, nasabah tidak menerima emas secara fisik pada saat transaksi dilakukan, melainkan hanya memperoleh bukti kepemilikan digital yang dicatat dalam sistem aplikasi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai apakah bentuk penguasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai qabdh hukmi yang sah menurut hukum Islam atau justru mengandung unsur gharar karena keterpisahan antara aset fisik dan bukti kepemilikannya.
Permasalahan kedua berkaitan dengan aspek teknologi yang digunakan dalam pencatatan transaksi. Sistem pencatatan yang masih bersifat terpusat (centralized ledger) berpotensi menimbulkan risiko kesalahan data, manipulasi informasi, kegagalan sistem (single point of failure), maupun sengketa kepemilikan apabila terjadi gangguan pada infrastruktur digital. Padahal, kepercayaan (trust) merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan syariah.
Permasalahan ketiga berkaitan dengan aspek regulasi. Hingga saat ini pengaturan mengenai perdagangan emas digital dan pemanfaatan teknologi blockchain di Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Fragmentasi regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status kepemilikan digital, mekanisme perlindungan konsumen, serta batasan penggunaan teknologi blockchain dalam transaksi emas syariah.
Kajian mengenai investasi emas digital dan teknologi blockchain sebenarnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Rista (2024) menunjukkan bahwa teknologi blockchain mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi transaksi keuangan syariah.[footnoteRef:1] Penelitian Harjoni (2025) menemukan bahwa tokenisasi aset berbasis blockchain memiliki potensi untuk mendukung kepatuhan syariah melalui mekanisme pencatatan yang dapat diverifikasi.[footnoteRef:2] Sementara itu, penelitian Cahyani (2024) mengkaji legalitas investasi emas digital di Indonesia dan menyimpulkan bahwa masih terdapat kebutuhan harmonisasi regulasi antarotoritas.[footnoteRef:3] Penelitian lainnya oleh Retno (2025) menyoroti implementasi smart contract dalam keuangan syariah serta peluangnya dalam mengurangi risiko moral hazard dan sengketa kontraktual.[footnoteRef:4] [1:  Rista Izza Aminin, “Analisis Implementasi Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Transparansi , Efisiensi , Dan Keamanan Transaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia” 3, no. 2 (2024): 92–106]  [2:  Iain Lhokseumawe, A K Mahbubul Hye, and D Ph, “Exploring Smart contracts In Islamic Finance : Blockchain-Based Shariah-Compliant Transactions Eksplorasi Smart contract Dalam Keuangan Syariah : Penerapan Transaksi Berbasis Blockchain Yang SesuaI” 7, no. 1 (2025): 50–61, https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v7i1.6022.]  [3:  Investasi Emas, D I Pegadaian, and Studi Putusan, “Jurnal Commerce Law” 4, no. 1 (2024).]  [4:  peter mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Revisi (Jakarta: Kencana, 2005).] 

Meskipun demikian, penelitian-penelitian terdahulu umumnya masih berfokus pada salah satu aspek tertentu, yaitu aspek teknologi blockchain, aspek kepatuhan syariah, atau aspek regulasi secara terpisah. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi teknologi blockchain pada transaksi investasi emas di aplikasi Pegadaian Syariah dengan mengintegrasikan tiga perspektif sekaligus, yaitu perspektif hukum ekonomi syariah, aspek teknologi pencatatan digital, dan perlindungan konsumen dalam kerangka regulasi nasional. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat konseptual dan belum menempatkan Pegadaian Syariah sebagai studi kasus utama dalam menganalisis kesiapan implementasi blockchain pada produk investasi emas digital. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) memetakan arsitektur penerapan teknologi blockchain dalam rantai transaksi investasi emas pada aplikasi Pegadaian Syariah; (2) menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip sharf, taqabudh, serta larangan gharar, maysir, dan riba dalam hukum ekonomi syariah; dan (3) mengevaluasi implikasinya terhadap perlindungan konsumen serta harmonisasi regulasi di Indonesia. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengembangan model analisis integratif yang menghubungkan aspek teknologi blockchain, kepatuhan syariah, dan perlindungan hukum konsumen dalam transaksi investasi emas digital. Penelitian ini juga menawarkan rekomendasi konseptual mengenai desain tata kelola investasi emas berbasis blockchain yang memenuhi prinsip syariah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat sebagai investor.


B. Temuan dan Diskusi
1. Mekanisme dan Karakteristik Blockchain dalam Investasi Emas Digital pada Aplikasi Pegadaian Syariah
Pegadaian Syariah melalui aplikasi Pegadaian Digital terus mengembangkan transformasi layanan investasi emas dengan memanfaatkan teknologi blockchain pada produk Tabungan Emas dan transaksi jual beli emas ritel.[footnoteRef:5] Dalam mekanisme ini, setiap pembelian emas oleh nasabah tidak hanya tercatat sebagai saldo digital biasa, tetapi direpresentasikan dalam bentuk token digital yang memiliki keterkaitan langsung dengan emas fisik yang disimpan di fasilitas penyimpanan (vault) resmi milik Pegadaian atau mitra kustodian yang telah ditunjuk. Konsep ini dikenal sebagai gold tokenization, yaitu proses mengubah kepemilikan emas fisik menjadi aset digital yang dapat diperdagangkan, di transfer, dan diverifikasi secara elektronik tanpa menghilangkan keberadaan aset dasarnya. Model tokenisasi tersebut dinilai mampu meningkatkan likuiditas, efisiensi transaksi, serta membuka akses investasi emas bagi masyarakat dengan nominal yang lebih terjangkau. [5:  Ahmad Rojaul, dkk, Digitalisasi Dalam Perspektif Syariah Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia, Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, Vol. 11 No. 05 (2025). Hal. 286] 

Dalam praktiknya, setiap token yang diterbitkan merepresentasikan sejumlah emas fisik murni 24 karat yang tersimpan dan tercatat secara jelas dalam sistem kustodian. Dengan demikian, nilai token tidak berdiri sendiri sebagaimana aset kripto spekulatif, melainkan memiliki underlying asset berupa emas fisik yang dapat diverifikasi. Sistem seperti ini memberikan jaminan bahwa kepemilikan digital tetap didukung oleh aset riil sehingga meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mengurangi risiko ketidakjelasan kepemilikan (gharar) dalam perspektif ekonomi syariah. Transparansi hubungan antara token dan emas fisik juga menjadi salah satu prinsip penting dalam digitalisasi investasi emas modern.
Untuk menjaga keamanan dan tata kelola transaksi, token tersebut dapat diterbitkan (minting) melalui jaringan blockchain privat berizin (permissioned blockchain). Berbeda dengan blockchain publik yang dapat diakses oleh siapa saja, blockchain berizin hanya memberikan hak akses kepada pihak-pihak tertentu yang telah memperoleh otorisasi. Model ini banyak digunakan dalam sektor keuangan karena mampu menjaga kerahasiaan data nasabah, meningkatkan efisiensi validasi transaksi, serta memberikan kontrol yang lebih baik terhadap kepatuhan regulasi.[footnoteRef:6] Teknologi seperti Hyperledger Fabric dan Quorum menjadi contoh platform blockchain berizin yang sering diterapkan dalam industri keuangan dan layanan aset digital. [6:  Rista Izza Aminin, Analisis Implementasi Teknologi blockchain dalam Meningkatkan Transparansi, Efisiensi, dan KeamananTransaksi Keuangan Perbankan Syariah Indonesia, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.3, No.2, Desember 2024 . Hal. 96] 

Pengelolaan blockchain tersebut umumnya dilakukan melalui mekanisme konsorsium yang melibatkan beberapa pihak independen, seperti lembaga pengelola aset, auditor eksternal, serta dewan pengawas syariah. Keterlibatan berbagai pihak ini bertujuan menciptakan sistem pengawasan berlapis sehingga setiap transaksi dapat diverifikasi secara kolektif dan tidak bergantung pada satu institusi saja. Dalam jaringan blockchain berizin, setiap aktivitas transaksi akan direkam secara permanen dan menghasilkan jejak audit (audit trail) yang sulit diubah atau dimanipulasi. Karakteristik inilah yang menjadikan blockchain banyak digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam layanan keuangan berbasis aset riil.
Selain itu, data transaksi yang tersimpan pada blockchain dapat diakses melalui mekanisme block explorer tertentu sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih terbuka. Meskipun identitas pengguna tetap terlindungi, informasi mengenai jumlah transaksi, waktu pencatatan, hingga riwayat perpindahan aset dapat ditelusuri secara transparan. Transparansi ini menjadi faktor penting dalam investasi emas digital karena memungkinkan auditor maupun regulator untuk memastikan kesesuaian antara jumlah token yang beredar dengan cadangan emas fisik yang tersedia. Dengan adanya pencatatan yang tidak dapat diubah (immutable ledger), potensi manipulasi data maupun penerbitan token tanpa dukungan aset riil dapat diminimalkan.
2. Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Investasi Emas Digital
a) Pemenuhan Rukun dan Syarat Sharf
	Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi investasi emas berbasis blockchain pada dasarnya tetap dapat memenuhi rukun dan syarat akad sharf (jual beli emas atau pertukaran barang ribawi) selama mekanisme yang digunakan mampu menjamin terjadinya kepemilikan yang sah, transparan, dan tidak mengandung penundaan yang dilarang syariat. Pada model ini, unsur taqabudh (serah terima) tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi melalui qabdh hukmi atau penguasaan secara konstruktif. Artinya, nasabah telah dianggap menguasai emas ketika token yang mewakili kepemilikan emas tersebut masuk ke dalam akun atau dompet digital miliknya dan dapat digunakan, dipindahkan, atau ditukarkan menjadi emas fisik kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku. Konsep qabdh hukmi ini telah diterima oleh banyak ulama kontemporer dan menjadi salah satu dasar legitimasi transaksi aset digital dalam lembaga keuangan syariah modern.
Selain itu, prinsip tamatsul (kesetaraan ukuran dan nilai) juga dapat dijaga dengan baik karena setiap token diterbitkan berdasarkan jumlah emas tertentu yang telah ditentukan secara pasti, misalnya 1 token setara dengan 1 gram emas. Informasi mengenai berat, kadar, dan jumlah emas yang menjadi dasar penerbitan token dapat diverifikasi melalui sistem blockchain dan oracle data sehingga mengurangi potensi manipulasi informasi. Sementara itu, syarat hulul atau tidak adanya penundaan dalam serah terima diwujudkan melalui mekanisme smart contract dan atomic swap yang memungkinkan perpindahan kepemilikan terjadi secara otomatis dalam satu proses transaksi. Dengan demikian, tidak terdapat unsur ta’khir al-qabdh (penundaan serah terima) yang dilarang dalam akad sharf. Model ini bahkan dapat memperkuat implementasi jual beli emas secara tidak tunai yang telah memperoleh legitimasi melalui Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 selama tetap memenuhi prinsip kepastian kepemilikan dan transparansi transaksi.
b) Eliminasi Gharar dan Maysir
Salah satu permasalahan utama dalam investasi emas digital konvensional adalah munculnya keraguan mengenai keberadaan emas yang menjadi dasar transaksi. Tidak sedikit model bisnis yang hanya menampilkan saldo digital tanpa memberikan bukti yang memadai bahwa emas fisik benar-benar tersedia dan tersimpan sesuai jumlah yang diperjualbelikan.[footnoteRef:7] Kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan gharar (ketidakjelasan) karena nasabah tidak memperoleh kepastian mengenai objek akad yang sebenarnya. [7:  Dede Al mustaqim, Analisis Praktik Jual Beli Emas Secara Non-Tunai di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 77/DSN-MUI/V/2010, Al-Wajih: The Journal Of Islamic Studies, Vol 1. No 1 Juni 2024. Hal. 1] 

Teknologi blockchain menawarkan solusi yang lebih transparan melalui mekanisme proof of reserve. Sistem ini memungkinkan auditor, Dewan Pengawas Syariah (DPS), maupun pihak yang berwenang untuk melakukan verifikasi antara jumlah token yang beredar dengan jumlah emas fisik yang tersimpan di lembaga kustodian. Setiap penerbitan token harus didasarkan pada adanya penambahan emas fisik yang telah diverifikasi terlebih dahulu. Dengan demikian, peluang terjadinya praktik penerbitan token tanpa dukungan aset riil dapat diminimalkan. Transparansi semacam ini menciptakan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi karena seluruh riwayat transaksi dan perubahan saldo tercatat secara permanen serta sulit dimanipulasi.
Di sisi lain, unsur maysir (spekulasi atau perjudian) juga dapat dihindari selama token emas tersebut benar-benar merepresentasikan kepemilikan emas fisik dan bukan instrumen derivatif yang diperdagangkan untuk tujuan spekulatif semata. Nilai token bergerak mengikuti harga emas yang terbentuk secara wajar di pasar sehingga keuntungan dan kerugian yang muncul berasal dari perubahan nilai aset riil, bukan dari aktivitas taruhan atau permainan untung-untungan. Oleh karena itu, selama transaksi dilakukan berdasarkan kepemilikan nyata dan dukungan aset yang jelas, maka unsur gharar dan maysir dapat ditekan secara signifikan.
c) Kesesuaian dengan Prinsip Al-Kharaj bi Al-Daman
Prinsip al-kharaj bi al-daman merupakan salah satu kaidah penting dalam muamalah yang menegaskan bahwa pihak yang berhak memperoleh keuntungan adalah pihak yang juga menanggung risiko atas suatu aset.[footnoteRef:8] Dalam model tokenisasi emas berbasis blockchain, prinsip ini dapat diwujudkan karena kepemilikan token tidak hanya memberikan hak ekonomi kepada nasabah, tetapi juga mengalihkan risiko kepemilikan atas emas yang menjadi underlying asset. Ketika harga emas meningkat, keuntungan sepenuhnya menjadi hak pemilik token. Sebaliknya, apabila harga emas mengalami penurunan atau terjadi risiko yang berkaitan dengan nilai aset, maka konsekuensinya juga menjadi tanggungan pemilik token tersebut. Dengan demikian, hubungan antara risiko dan keuntungan tetap berjalan secara proporsional sebagaimana yang dikehendaki syariah. [8:  Puti Khairani Rijadi, Norma Ekonomi Syariah dari Nash Sampai ke Qanun : Perbankan Syariah, Taraadin Vol. 3 No. 2 Maret 2023 hal. 46-54] 

Dalam konstruksi ini, lembaga seperti Pegadaian Syariah tidak bertindak sebagai pemilik emas setelah transaksi terjadi, melainkan sebagai pihak penyimpan (custodian) yang menjaga aset nasabah melalui akad wadi'ah yad dhamanah. Fungsi kustodian tersebut hanya sebatas menjaga keamanan penyimpanan, melakukan pencatatan, serta memastikan emas yang tersimpan sesuai dengan jumlah token yang beredar. Pemisahan yang jelas antara aset perusahaan dan aset milik nasabah menjadi aspek penting untuk menghindari pencampuran kepemilikan yang berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakjelasan hak kepemilikan di kemudian hari. Dengan adanya pencatatan blockchain yang transparan dan tidak mudah diubah, hak kepemilikan nasabah menjadi lebih terlindungi sekaligus memperkuat penerapan prinsip al-kharaj bi al-daman dalam investasi emas syariah berbasis teknologi digital.
Secara keseluruhan, penggunaan blockchain dalam investasi emas syariah berpotensi menjadi instrumen yang tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperkuat aspek kepatuhan syariah melalui transparansi kepemilikan, kepastian aset dasar (underlying asset), pencegahan gharar, serta penerapan prinsip tanggung jawab kepemilikan yang sejalan dengan kaidah al-kharaj bi al-daman. Dengan pengawasan DPS dan mekanisme audit yang memadai, model ini dapat menjadi bentuk inovasi keuangan syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi digital kontemporer.

3. Evaluasi Regulasi Blockchain dan Investasi Emas di Indonesia
Dalam teknologi blockchain perlu adanya penegakan hukum di Indonesia, mengingat kondisi ekonomi saat ini memaksa untuk mengacu pada digitalisasi. Perkembangan digitalisasi berpotensi munculnya tindak pidana secara digital yang sulit untuk diawasi.[footnoteRef:9] Oleh karena itu, hukum harus bergerak menuju pada digitalisasi ekonomi, dan disinilah peran aktif dari teknologi blockchain untuk dapat melindungi para pelaku ekonomi digital, terutama dalam hal ini ialah investasi emas. Teknologi blockchain ini menjadi perlindungan terhadap smart contract yang dijalankan para investor dalam menjalankan kegiatan ekonominya. [9:  Salsabilla, Engrina Fauzi, Pengaturan Hukum Teknologi blockchain dan Penerapannya dalam Transaksi Bisnis di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, Vol. 3 No. 2, Januari-Juni 2026, hal 609-617] 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan regulasi yang mengatur berbagai aktivitas digital, transaksi elektronik, dan perlindungan data di Indonesia. Sehingga regulasi ini menjadi salah satu pilar utama bagi teknologi blockchain dan smart contract di Indonesia. Keberadaan regulasi ini mengakui dan memberikan keabsahan bagi transaksi elektronik, dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah.
Selain undang-undang, terdapat regulasi yang secara eksplisit menyatakan mengenai teknologi blockchain yakni Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis resiko, dalam pasal 186 yang menyatakan bahwa perizinan berusaha sektor penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik meliputi kegiatan usaha, yang salah satunya merupakan aktivitas pengembangan teknologi blockchain. Melalui pernyataan diatas jelas disebutkan dan diatur secara eksplisit mengenai teknologi blockchain. Sehingga segala bentuk transaksi elektronik yang memakai teknologi blockchain telah terlindungi oleh payung hukum yang jelas. Investasi emas secara digital sendiri telah resmi diatur dan diawasi oleh Bapebbti (Badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi) dibawah kementerian perdagangan. Regulasi utamanya mewajibkan pedagang mempunyai cadangan emas secara riil 1:1, dan disimpan pada lembaga penyimpanan (custodyan) dan terintegrasi dengan bursa dan lembaga kliring.
Secara syariah konsep maupun aturan dan pedoman mengenai investasi emas secara digital yakni terdapat pada fatwa yang mewajibkan kepemilikan emas dengan underlying fisik secara riil dan pelarangan spekulasi yang mengandung gharar. Transaksi tentang emas digital ini didasarkan pada beberapa fatwa DSN MUI yakni Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Fatwa DSN-MUI No. 163/2025 tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas, dan fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang Kegiatan Usaha Bulion. Transaksi emas secara digital DSN MUI mensyaratkan transaksi jual beli emas digital harus ada fisiknya.[footnoteRef:10] Dalam keseluruhan baik investasi emas digital secara konvensional maupun digital di pegadaian telah menyentuh angka 9,5 juta nasabah, beberapa nasabah merasakan keuntungan dari investasi emas secara digital. Dalam konteks pegadaian syariah, layanan tabungan emas terus menunjukkan minat masyarakat yang positif; misalnya dalam pemberitaan (ANTARA) mencatat gadai tabungan emas pegadaian tumbuh Rp. 410.000.000.000 pada semester I tahun 2023, atau naik sebesar 21,26 % dibanding periode sama tahun sebelumnya.[footnoteRef:11] Data ini menunjukkan bahwa pasar ritel emas syariah memang punya basis pengguna yang nyata, sehingga penguatan infrastruktur digital akan berdampak langsung pada perlindungan nasabah dan efisiensi layanan. Keuntungan dari investasi emas digital syariah yakni :[footnoteRef:12]  [10: https://mui.or.id/baca/berita/ketua-dsn-mui-jual-beli-emas-digital-harus-ada-fisiknya-kami-sedang-bahas-fatwanya, diakses pada tanggal 29 Mei 2026, pukul 21.23 WIB.]  [11:  https://sumbar.antaranews.com/berita/575553/pegadaian-catat-kinerja-positif-di-semester-i-2023, diakses pada tanggal 29 Mei 1016, pukul 23.24 WIB.]  [12:  https://pegadaian.co.id/artikel/inspirasi/aplikasi-emas-digital, diakses pada tanggal 6 Juni 2026, pukul 07.00 WIB.] 

1. biaya penyimpanan lebih terjangkau
2. relatif lebih aman karena disimpan dalam bentuk saldo di platform resmi dengan sistem keamanan berlapis, seperti OTP, enkripsi data, dan autentikasi biometrik.
3. likuidasi tinggi, karena dapat menjual dan membeli emas dengan cepat melalui aplikasi
4. dapat diakses lebih mudah melalui aplikasi. 
Melalui beberapa keuntungan tersebut, semakin banyak nasabah yang menyadari akan manfaat tersebut, maka semakin banyak nasabah investasi emas digital pada pegadaian. Maka semakin pentingnya peranan dari teknologi blockchain untuk memberikan transaparansi dan keamanan bagi nasabah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI yang telah disebutkan diatas bahwa investasi emas digital syariah dibolehkan dan sesuai syariah karena emas dianggap sebagai mal tsabit (harta yang nilainya stabil) dan platform didukung oleh emas fisik yang riil (taqabudh). Apabila ditinjau dari perspektif maqashid syariah, investasi jenis ini memiliki keselarasan yang cukup kuat dalam hifzh al mal (menjaga harta) emas digital dapat melindungi pendapatan dari inflasi yang naik turun, dalam hifzh an-Nafs (menjaga jiwa) & Hifzh al-’aql (menjaga akal) investasi emas digital dapat dengan  mudah diakses sehingga memberikan ketenangan mental dalam menjaga keamanan finansial untuk masa depan dan juga dapat menghilangkan keraguan akibat gharar, dalam hifzh ad-din (menjaga agama) dengan investasi emas digital dapat memastikan harta diperoleh dengan cara yang halal serta memenuhi syarat dan rukun akad. Instrumen ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip islam, apabila pegadaian syariah telah memiliki pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta didukung oleh emas riil (fisik) yang disimpan pada lembaga penyimpanan yang legal dan aman.
Melalui pernyataan diatas dapat diketahui bahwa investasi emas syariah yang menggunakan teknologi blockchain sebagai bentuk perlindungan telah memiliki beberapa payung hukum. Oleh karenanya segala transaksi ekonomi yang menggunakan teknologi blockchain sebagai bentuk transparansi dan keamanan data digital kini menjadi hal yang penting untuk digunakan.
Teknologi blockchain dalam aplikasi pegadaian syariah dengan produk investasi emas digital syariah memiliki peranan penting. Peranan penting tersebut yakni :[footnoteRef:13]  [13:  Riski ramadhani, monita rangkuti, paisal rahmat, yahya mardana, e-finansial dan pemanfaatan teknologi blockchain dalam investasi syariah, jurnal ekonomi, manajemen, akuntansi, dan keuangan, Vol. 7 No. 3, 2026, hal 1-11] 

a. blockchain dimanfaatkan untuk implementasi smart contract
smart contract memungkinkan pelaksanaan akad secara otomatis dan digital sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. pelaksanaan smart contract dapat terlaksananya akad secara simple dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi. Juga dapat memastikan pemenuhan rukun dan syarat akad sehingga terpenuhinya kepemilikan langsung (taqabudh)
b. blockchain dimanfaatkan untuk implementasi tokenisasi aset
Pada jaringan blockchain mengubah emas fisik menjadi aset digital (token). Setiap token mewakili gramatur emas fisik murni tertentu yang disimpan pada penyimpanan yang aman dan terpercaya.
c. blockchain bermanfaat dalam transparansi
Dengan menggunakan jaringan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana investasi. Setiap transaksi dapat dilacak secara real-time. Sehingga dapat mempermudah pengawasan dan dapat mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana.
Sehingga Pegadaian Syariah dengan berintegrasi bersama teknologi blockchain mampu membuat pencatatan transaksi lebih transparan, sulit dimanipulasi, dan lebih mudah di audit. 
Melalui sisi kebijakan, sistem blockchain memungkinkan setiap perubahan kepemilikan emas tercatat secara berurutan dan tidak mudah dihapus, sehingga cocok untuk produk yang membutuhkan kepastian aset dasar, seperti emas fisik yang mendasari token atau saldo digital. Dalam praktik investasi emas syariah, ini penting karena salah satu persoalan utama adalah memastikan bahwa emas benar-benar ada, jumlahnya sesuai, dan kepemilikannya jelas; blockchain dapat mendukung prinsip tersebut melalui mekanisme proof of reserve dan audit on-chain.
Sehingga blockchain dapat memberikan peluang bagi terciptanya model investasi emas syariah yang lebih inklusif. Dengan digitalisasi berbasis blockchain, masyarakat dapat berinvestasi mulai dari nominal kecil, melakukan pemantauan kepemilikan secara real time, dan memperoleh bukti transaksi yang lebih kuat dibanding dengan sistem pencatatan manual. 

4. Sinkronisasi Hukum Positif dan Prinsip Syariah dalam Investasi Emas
	Perkembangan investasi emas digital berbasis blockchain menuntut adanya harmonisasi antara hukum positif dan prinsip-prinsip Syariah. Sehingga sinkronisasi ini menjadi pilar utama dalam menjamin kepastian hukum serta kepatuhan Syariah pada investasi emas digital berbasis blockchain. Maka dengan kata lain, sinkronisasi penting karena keberhasilan suatu inovasi keuangan Syariah tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga oleh kepastian hukum yang diberikan oleh negara. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang mengakomodasi nilai-nilai Syariah dalam system keuangan nasional, kedua instrument tersebut harus berjalan secara sinergis untuk menciptakan perlindungan hukum, keadilan transaksi, dan kepastian bagi para investor. Sinkronisasi dapat terlihat melalui beberapa aspek fundamental sebagai berikut :
a. dari perspektif hukum positif, legalitas transaksi dan bukti kepemilikan digital dari investasi emas memperoleh dasar normative dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan pengakuan terhadap transaksi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah. pengakuan tersebut menjadi landasan penting bagi penggunaan blockchain dan smart contract dalam transaksi investasi emas digital.hal ini selaras  dengan prinsip Syariah yang mengakui qabdh hukmi (penguasaan secara konstruktif), di mana nasabah dianggap telah menerima emas saat token digital masuk ke dalam dompet elektronik. Blockchain memfasilitasi sinkronisasi ini dengan mencatat perpindahan kepemilikan secara permanen dalam immutable ledger, sehingga memenuhi syarat transparansi dalam Syariah sekaligus standar pembuktian dalam hukum positif. Selain itu keberadaan undang-undang no. 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sector keuangan (P2SK) menunjukkan komitmen negara dalam mendukung inovasi teknoogi sector keaungan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, dan stabilitas system keuangan.
b. Dari perspektif hukum ekonomi Syariah, harus dapat memitigasi risiko dan eliminasi gharar.regulasi bappebti mewajibkan pedagang emas digital memiliki cadangan emas fisik dengan rasio 1:1 yang dimpan di Lembaga custodian. Maka dari itu, hukum ekonomi Syariah menempatkan transaksi emas sebagai bagian dari akad sharf yang mensyaratkan adanya kejelasan objek transaksi, kepastian kepemilikan, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ketentuan ini secara langsung mendukung upaya eliminasi gharar dalam Syariah, karena memastikan bahwa setiap investasi didukung oleh asset riil (underlying asset).[footnoteRef:14] Ketentuan diatas tercermin dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai yang menjadi landasan transaksi emas selama emas yang diperjual belikan benar-benar ada dan kepemilikannya dapat dipastikan.[footnoteRef:15] Dalam konteks investasi emas Syariah digital prinsip ini didukung dengan adanya emas fisik (underlying asset) secara nyata dan dapat diverifikasi melalui mekanisme proof of reserve. [14:  Nazla Arliva Rahman, Investasi Emas Digital di Indonesia Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 2 No. 4, Juli 2025, Hlm 832.]  [15:  Arofah Mursida, dkk, Keabsahan dan Risiko Hukum terhadap Transaksi Emas Digital dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah, Indonesian Jurnal of Law and Justice, Vol. 3, No. 3, 2026, Hlm 5.] 

c. Akad yang dijalankan secara otomatis melalui Smart contract, PP No. 28 Tahun 2025 telah mengatur aktivitas pengembangan teknologi blockchain sebagai kegiatan usaha yang sah. dalam praktiknya, smart contract pada jaringan blockchain menyinkronkan ketentuan hukum kontrak nasional dengan rukun akad sharf. Mekanisme atomic swap memastikan serah terima terjadi seketika (naqdan) tanpa penundaan yang dilarang (ta’khir al-qabdh), sehingga menciptakan system yang efisien secara teknologi namun tetap terjaga kehalalannya menurut perspektif Syariah.[footnoteRef:16] [16:  Ahmad rajaul masrur, dkk, Digitalisasi Emas dalam Perspektif Syariah : Studi Pada Ekosistem Bullion Bank Indonesia, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 11, No. 5, 2025, Hlm 289.] 

d. Perlindungan harta (hifzh al-mal) dan kepastian hukum, sinkronisasi ini bermuara pada tujuan maqashid Syariah, khususnya perlindungan harta (hifzh al-mal). Dengan adanya payung hukum dari OJK, Bappebti, serta pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), investasi emas digital tidak hanya memberikan ketenangan finansial bagi masyarakat terhadap inflasi, tetapi juga memberikan jaminan bahwa harta diperoleh dan dikelola melalui cara yang benar dan terlindungi dari manipulasi data.[footnoteRef:17] [17:  Inarotul a’yun, Investasi Emas Digital di Indonesia : Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah, Journal of Indonesian Sharia Economics, Vol 4 No. 2, September 2025, Hlm 214.] 

5. Rekonstruksi Regulasi dan Kepatuhan Syariah dalam Investasi Emas Digital Syariah
	Meskipun siknronisasi antara hukum positif dan prinsip Syariah telah mulai terbentuk, tetapi masih terdapat urgensi untuk melakukan rekonstruksi pada kerangka regulasi guna menghadapi kompleksitas teknologi blockchain. Rekonstruksi ini bertujuan untuk menutup celah hukum atau kekosongan hukum (legal gap) dan memastikan kepatuhan Syariah yang lebih komprehensif (kaffah). Berikut yang menjadi landasan pentingnya rekonstruksi regulasi :
a. Rekonstruksi regulasi penting untuk menciptakan harmonisasi regulasi lintas otoritas, khususnya dalam pengawasan investasi emas digital Syariah agar terdapat standar tunggal yang melindungi investor tanpa mengabaikan aspek teknis blockchain. Saat ini pengaturan mengenai emas digital masih bersifat fragmentaris, dimana otoritas pengawasan tersebar antara OJK, BI, dan Bappebti. Sehingga perlu untuk rekonstruksi regulasi dengan memperjelas pengawasan investasi emas digital Syariah.
b. Rekonstruksi regulasi diperlukan juga dalam hal standarisasi dan sertifikasi Syariah atas smart contract. Mengingat smart contract berfungsi menjalankan akad secara otomatis (seperti atomic swap untuk memastikan transaksi naqdan atau tunai), kode-kode program tersebut harus diaudit secara Syariah untuk memastikan tidak ada unsur yang bertentangan dengan prinsip sharf atau menimbulkan penundaan (ta’khir al-qabdh). Hal teknis seperti ini harus diatur dalam regulasi atau hukum positif agar memastikan prinsip Syariah tidak dilanggar. Dalam rekonstruksi regulasi juga harus dilibatkan Dewan Pengawas Syariah yang memiliki literasi teknologi dalam proses pengembangan infrastruktur digital.
c. Rekonstruksi regulasi juga dibutuhkan dalam hal transparansi asset melalui proof of reserve yang tercatat dalam blockchain. Regulasi bappebti yang mensyaratkan cadangan emas fisik 1:1 harus diperkuat dengan system audit on-chain yang dapat diakses secara real time oleh regulator dan nasabah. Semua ini penting untuk meminimalisir gharar atas keberadaan emas fisik dan memastukan memiliki underlying asset yang sah. oleh karena itu dibutuhkan rekonstruksi regulasi pada penguatan mekanisme proof of reserve dan audit on-chain.
d. Rekonstruksi regulasi juga harus menempatkan maqashid Syariah sebagai tujuan utama, khususnya dalam aspek hifzh al-mal (perlindungan harta). Oleh karena, investasi emas digital bukan sekedar instrument finansial, melainkan alat untuk melindungi kekayaan masyarakat dari inflasi dan spekulatif destruktif. Oleh karena itu, regulasi harus menjamin bahwa teknologi blockchain digunakan untuk menciptakan ekosistem yang aman, transparan, dan inklusif. Sehingga memberikan ketenangan mental serta finansial bagi investor. Maka dari itu rekonstruksi regulasi diwajibkan dapat menjamin teknologi blockchain merupakan teknologi yang aman.

C. Kesimpulan
Berdasarkan analisis yuridis normatif yang telah dilakukan dan dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa integrasi teknologi blockchain dalam rantai transaksi investasi emas syariah pada aplikasi pegadaian syariah merupakan inovasi yang secara substansi berpotensi memperkuat kepatuhan syariah sekaligus meningkatkan keamanan dan transparansi layanan keuangan digital. Sehingga terdapat tiga kesimpulan pokok yang dapat diambil melalui beberapa kajian diatas.
Pertama, melalui perspektif kepatuhan syariah, penerapan dari teknologi blockchain terbukti mampu memenuhi rukun dan syarat akad sharf secara konstruktif. Mekanisme smart contract dan atomic swap menghadirkan taqabudh hukmi (serah terima secara konstruktif) yang telah diakui oleh mayoritas ulama kontemporer, sehingga tidak terdapat unsur ta’khir al-qabdh yang dilarang. Disamping itu, sistem proof of reserve berbasis blockchain secara efektif menekan potensi gharar dengan memastikan setiap token digital didukung oleh emas fisik yang terverifikasi secara real-time. Prinsip al-kharaj bi al-daman pun terpenuhi karena kepemilikan token mengalihkan hak atas keuntungan sekaligus risiko kepada nasabah secara proporsional. Legitimasi syariah atas model ini diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, Fatwa DSN-MUI No. 163/2025 tentang ETF Syariah Emas, dan Fatwa DSN-MUI No. 166/DSN-MUI/II/2026 tentang kegiatan usaha bulion, yang secara keseluruhan mensyaratkan adanya underlying fisik dalam setiap investasi emas digital.
Kedua, melalui perspektif regulasi positif, teknologi blockchain dalam investasi emas digital telah memperoleh payung hukum yang memadai melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta regulasi teknis dari Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia. Meskipun demikian, masih terdapat celah regulasi yang perlu segera diselesaikan, mengenai standarisasi sertifikasi syariah atas smart contract serta harmonisasi antara OJK dan Bappebti dalam pengawasan. Ketidakselarasan regulasi lintas otoritas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan investor.
Ketiga, melalui perspektif maqashid syariah, investasi emas digital berbasis blockchain berkontribusi nyata terhadap perlindungan harta (hifzh al-mal) yang dapat melindungi harta dari inflasi yang naik turun, perlindungan akal dan jiwa (hifzh al-aql wa al-nafs) yang dapat memberikan ketenangan finansial dimasa depan karena memiliki investasi yang bebas gharar dan transparan, serta perlindungan agama (hifzh ad-din) terdapat jaminan kehalalan atas investasi maupun akad. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem investasi emas digital syariah berbasis blockchain perlu didukung oleh  akselerasi penyusunan pedoman teknis syariah untuk blockchain, penguatan sinergi antara Pegadaian Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan, serta program edukasi publik yang masif guna mewujudkan ekosistem keuangan digital yang maslahah, berintegritas, dan berkeadilan.
Keempat, melalui perspektif sinkronisasi hukum positif dan prinsip Syariah, telah teridentifikasi keselarasan yang fundamental antara keduanya. Pengakuan transaksi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum yang sah dalam UU ITE selaras dengan konsep qabdh hukmi dalam fiqh muamalah. Kewajiban cadangan emas fisik 1:1 oleh Bappebti selaras dengan prinsip Syariah yang melarang gharar melalui keharusan adanya underlying asset yang nyata (riil). Pengaturan smart contract dalam PP No. 28 tahun 2025 selaras dengan mekanisme atomic swap yang memastikan transaksi bersifat naqdan (tunai) sesuai ketentuan akad sharf. Dengan demikian, sinkronisasi ini menempatkan hukum positif dan prinsip Syariah bukan sebagai dua system yang bertentangan, melainkan sebagai dua instrument yang saling melengkapi dalam menciptakan kepastian hukum, perlindungan harta (hifzh al-mal), dan keadilan transaksi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem investasi emas digital Syariah di Indonesia.
Kelima, melalui perspektif rekonstruksi regulasi, penelitian ini menegaskan urgensi pembaharuan kerangka hukum yang komprehensif guna menutup ke kosongan hukum. Rekonstruksi regulasi yang diperlukan mencakup 4 hal pokok : (1) harmonisasi regulasi lintas otoritas dengan memperjelas pembagian kewenangan antara OJK, BI, dan Bappebti dalam pengawasan investasi emas digital Syariah agar tercipta standar tunggal yang melindungi investor; (2) standarisasi dan sertifikasi Syariah atas smart contract melalui keterlibatan Dewan Pengawas Syariah yang melek teknologi dalam setiap tahap pengembangan infrastruktur digital, guna memastikan kode program tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip sharf maupun ta’khir al-qabdh; (3) penguatan mekanisme proof of reserve dan audit on-chain yang dapat diakses secara real time oleh regulator dan nasabah untuk meminimalkan gharar atas keberadaan emas fisik; serta (4) penempatan maqashid Syariah sebagai tujuan utama regulasi, khususnya dalam aspek hifzh al-mal, sehingga teknologi blockchain dapat dioptimalkan untuk menciptkana ekosistem investasi yang aman, transparan, inklusif, dan mampu memberikan ketenangan finansial bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem investasi emas digital Syariah berbasis blockchain perlu didukung oleh akselerasi penyusunan pedoman teknis Syariah untuk blockchain, penguatan sinergi antara Pegadaian Syariah, Dewan Pengawas Syariah, dan OJK, serta program edukasi public yang massif dan berkelanjutan guna mewujudkan ekosistem keuangan digital yang maslahah, berintegrasi, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
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